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N DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

PERATURA
NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

n Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
lah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008, Bupati mengajukan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa laporan keuangan yang telah
diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

bahwa untuk melaksanakan ketentua
Pemerintahan Daerah sebagaimana te

bangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah

bahwa berdasarkan pertim
n Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya

tentang Pertanggungjawaba
Tahun Anggaran 2013;
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|2 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik

68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312)

Undang-Undang Nomor
12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1985 Nomor m ’
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang omor . . .
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran

Undang-Undang . . ‘
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia ZOBOn w.um.mv
m@dmmigms;ﬁmﬂmra:\:um:aosmmb Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tamnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

ng Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tenta
ahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia T
Indonesia Noemor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

C:amu.m-czambm Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
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ten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan

t Pembentukan Kabupa .
T eibnesia T Tambahan Lembaran Negara Republik

Undang-Undang Nomor 35 ..
arat : epublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101,

Barat (Lembaran Negara R
Indonesia Nomor 4751); .
si Daerah (Lembaran Negara Republik

je - an Retribu
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Ummnmr dan . : : .
indonesia Tahun 2009 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

mbentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

a- c ¢ 12 Tahun 2011 tentan Pe .
Undang Undang o . Republik Indonesia Noror

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
5234);
pPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 ZA.VBOH @D.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

pPeraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimban i i
gan (Lembaran Negara Re ublik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); P

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Ke
. nt. i uangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia H/moaow 4576); g

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentan
a g Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran N i
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ZAOBOw &m%@. egara Republii

P inte
eraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia T
gy o p nesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
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doman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

omor 79 Tahun 2005 tentang Pe
embaran Negara

Peraturan Pemerintah N \
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan L

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593).

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 200
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang S
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51695);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
an Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

dan Kinerja Instansi Pemerintah

6 tentang Pelaporan Keuangan .
an Negara Republik Indonesia

2006 Nomor 25, Tambahan Lembar

tandar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peratur

(Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Peraturan Daerah Wwdcﬁmnos Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi

Wméa:mnmm: Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor
);

Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah

Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14);

Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 25 Tahun 2010 tentan
) ang Pokok-Pokok Pengelolaan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 25); © PERSREEE

Peraturan Dzerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2012 t .

entang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Wmmwm: Wmdﬂvmﬁma Kubu Raya Hm&c: Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu mvmmw.m Tahun MOH Hgm
Nomor 14) ma‘cmmwﬁwm:m telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 8 Tahun 2013
(Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 Nomor 19);
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. Menetapkan

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
dan
BUPATI KUBU RAYA

MEMUTUSKAN:

BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2013,

(1)

(2)

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan
yang memuat:

a. laporan realisasi anggaran;

b. neraca;

c. laporan arus kas; dan

d. catatan atas laporan keuangan.

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar
laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Dipindai dengan CamScanner



Pasal 2

i £ : are 3 sebagai
isasi agai i 5 £ at (1) huruf a tahun anggaran 2013 sebag,
Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)

berikut:

Rp 055.668.022.681,27

. Pendapatan
T oo Rp  048.342.808.577,60

b. Belanja

Rp 7.325.214.103,67

Surplus/defisit
c. Pembiayaan
- Pencrimaan Rp 34.409.039.026,65
- Pengeluaran Rp 33.523.626.000,00
Surplus/defisit Rp $85.413.026,65
Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 53.117.887.667,78 (lima puluh tiga milyar
seratus tujuh belas juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah tujuh
puluh delapan sen) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 1.008.785.910.349,05
b. Realisasi Rp. 955.668.022.681.27

Selisih lebih/ (kurang) Rp ( 53.117.887.667,78)

Dipindai dengan CamScanner
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enam puluh milyar delapan

Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 60.852.140.798,10 (
elapan rupiah sepuluh

ratus lima puluh dua juta seratus empat puluh ribu tujuh ratus Sembilan puluh d
sen) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp. 1.009.194.949.375,70
b. Realisasi Rp. 948.342.808.577.60
Selisih lebih/ (kurang) Rp. (60.852.140.798,10)

Selisih anggaran aozmms realisasi surplus/defisit sejumlah Rp 7.734.253.130,32 (tujuh milyar tujuh ratus
tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh tiga ribu seratus tiga puluh rupiah tiga puluh dua sen) dengan
rincian sebagai berikut:

S~

a. Surplus/Defisit setelah perubahan Rp. (409.039.026,65)
b. Realisasi Rp. 7.325.214.103.67
Selisih lebih/(kurang) Rp. 7.734.253.130,32

Selisih anggaran dengan realisasi peneri ; . :
ik ¢ ) : : .
berikut: > p maan pembiayaan sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebagai

M ) W:mmmamﬂ penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 34.409.039.026,65
. Realisasi | Rp w&.&oo.owo.owmwm.m
Selisih lebih/(kurang) Rp. 0,00
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puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan rincian sebagal berikut:

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 34.000.000.000,00
Rp 33.523.626.000,00

b. Realisasi
Rp A»ﬂm.wwh.ooo,.oov

Selisih lebih/(kurang)

sejumlah Rp 476.374.000,00 (empat ratus tujuh puluh

6. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto
dengan rincian sebagai berikut:

enam juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

a. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan Rp. 409.039.026,65
b. Realisasi Rp. 885.413.026,65
Selisih lebih/(kurang) Rp 476.374.000,00

Pasal 4
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, per 31 Desember 2013 sebagai berikut:
jumlah aset Rp 1.505.920.352.484,86

b. jumlah kewajiban Rp 15.284.475.413,00
jumlah ekuitas dana Rp 1.490.635.877.071,86

[
-

~
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Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c, untuk tahun yang berakhir sampai

dengan 31 Desember 2013 sebagai berikut:

a. Saldo Kas Awal per 1 Januari 2013 Rp. 34.409.039.026,65

b. Arus Kas dari aktivitas operasi Rp. 277.461.655.387,67

c. Arus Kas dari aktivitas investasi aset non keuangan Rp. (270.136.441.284,00)

d. Arus Kas dari aktivitas pembiayaan Rp. (33.523.626.000,00)

e. Arus Kas dari aktivitas non anggaran Rp 0,00

f.  Saldo Kas akhir per 31 Desember 2013 Rp. 8.210.627.130,32
Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d tahun anggaran 2013 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif
atas pos-pos laporan keuangan.
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Pertanggungjawaban pelaksanaan Ang
Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Pasal 7

garan Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana &Bmw@.cg dalam
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Daerah ini, vang terdiri dari :

a. Lampiran [

Lampiran [.1
Lampiran [.2
Lampiran 1.3
Lampiran [.4

Lampiran [.5
Lampiran [.6
Lampiran [.7
Lampiran [.8

Lampiran 1.9

Lampiran [.10
Lampiran [.11
b. Lampiran II
C. Lampiran III
d. Lampiran IV

Laporan realisasi anggaran;

Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut
organisasi,

Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi,
pendapatan, belanja dan pembiayaan;

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi, program dan kegiatan;

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan
urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah,;

urusan pemerintahan daerah dan

Daftar piutang daerah;

Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;

Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan
kembali dalam tahun anggaran berikutnva,;

Daftar dana cadangan daerah; dan

Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
Neraca.

Laporan Arus Kas.

Catatan Atas Laporan Keuangan.

S~
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waimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) bagian dari Laporan Kinerja, sei:

il SCLAE

tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisczhkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal 9

Bupati Kubu Raya mcnetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelakisanaan Angearan
Pendapatan dan Belanja Dacrah sebagai rincian lebih lanjut dari pertangpgungjawaban pclaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulail berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengeiahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 27 Aqustus 2014

&mcgﬁ KUBU Www?m

HUSE \ RUSMAN ALI

LEMBARAN DAERAH KARUPATEN K
URY RAY,
TAHUN..204..........NOMOR...2 >
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